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Abstract

This study examines the concept of zakat ownership in Indonesia and examines what interventions are carried out
by the government as the highest state authority regarding zakat in Indonesia. This research uses normative
descriptive research, namely research based on literature review which is described through descriptions using
library sources such as books, journals, and laws and regulations related to the research topic. In this study, it is
explained that the zakat system in Indonesia is regulated in Law Number 23 of 2011 concerning the management
of zakat. Through this legislation, the concept of zakat management has become clearer with the establishment of
the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) as an official and independent institution in managing and
empowering assets and wealth derived from zakat. The government as the highest state institution also
participates in zakat management activities in Indonesia by carrying out various intervention activities such as
drafting laws, conducting security, supervising zakat wealth to providing knowledge to the public about the
importance of zakat in Indonesia.
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1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang sangat
menjunjung toleransi dalam kehidupan beragama
yakni tanpa memisahkan hubungan bernegara

Banyak kontribusi yang diberikan oleh umat
muslin di Indonesia melalui berbagai kegiatan
keagamaan yang dilakukan. Beberapa Kkegiatan
keagamaan pada awalnya dimaksudkan untuk tujuan

didalamnya (Dahlan, 2014). Ini sesuai dengan Undang
Undang Pasal 29 Ayat 2 yang memberikan kebebasan
dalam beragama di Indonesia yakni dengan meyakini
adanya Tuhan berdasarkan agama masing-masing
(Akhmadi, 2019). Artinya negara memberikan hak
kepada masyarakatnya untuk memeluk satu agama
tanpa memberikan paksaan. Hal ini tercermin dari
enam agama yang diakui dan diyakini di Indonesia
yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan
Khonghucu (Watra, 2020). Dari semua agama yang
diakui dan diyakini ini, agama Islam menjadi agama
yang memiliki penganut terbanyak di Indonesia.
Kurang lebih sekitar 87% atau mencapai 207.000.000
jiwa masyarakay yang memeluk agama Islam
(Mufidah & Habibi, 2019).

ibadah, namun secara tidak langsung ikut serta dalam
membantu berbagai kepenringan negara (Ridwan,
2018). Salah satu diantara kegiatan ini adalah praktek
zakat di Indonesia (Syafig, 2014). Zakat merupakan
salah satu ibadah dalam rukun Islam yang memiliki
kontribusi positif dalam membangun perekonomian
umat. Zakat ini memiliki banyak manfaat tidak hanya
ibadah yang sifatnya vertikal saja (kepada Tuhannya)
melainkan juga memiliki manfaat yang sifatnya
horizontal yakni kepada masyarakat (Hidajat, 2017).
Dengan kata lain zakat memiliki peran sebagai wadah
untuk membantu masyarakat dalam bekerjasama serta
menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.
Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah
populasi pemeluk agama islam terbanyak didunia,
sudah seharusnya menjadikan zakat sebagai sumber
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daya negara yang tidak berhenti pada sisi religi
saja,melainkan perlu adanya pengelolaan dan
pemberdayaan pada perspektif sosial ekonomi (Fitri,
2017). Tujuan dari zakat ini dapat dilihat dari dua sifat,
yang pertama zakat dengan tujuan yang bersifat
ibadah yakni untuk menunaikan perintah Agama
sebagai bentuk kepatuhan pemeluknya. Tujuan kedua
zakat bersifat muamalah atau sosial ekonomi yakni
untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan taraf hidup, sebagai sarana
pemerataan pendapatan hingga pendorong adanya
investasi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan
zakat (Samsul arifai S.A.B., 2020).

Titik tolak pengelolaan zakat yang produktif di
Indonesia ini didasarkan pada terbitnya Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pendayagunaan zakat yang sekarang telah
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu
bentuk implementasi dan respon positif dari
ditetapkannya Undang Undang ini adalah dengan
didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
dan beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Rianto et
al., 2016). Pengembangan dan pengelolaan wakaf di
Indonesia ini juga mengalami beberapa kendala salah
satunya yang paling menonjol adalah adanya
ketimpangan yang terjadi antara potensi zakat yang
ada dengan realitas zakat yang diterima. Selain itu,
mayoritas muslim di Indonesia lebih memperhatikan
zakat fitrah dibandingkan dengan zakat maal atau
pendapatan (Rizki et al., 2019). Ini terjadi karena
kurangnya pengetahuan muzaki terhadap zakat maal
dan adanya keraguan menegnai kredibilitas lembaga
penyalur zakat yang ada (Hj. Muliati & Rasyid, 2019).

Dalam menyelesaikan problematika yang ada ini
negara turut serta dalam upaya mengatasi masalah
yang  terjadi.  Perlu adanya  peningkatan
profesionalisme penyalur atau amil zakat sehingga
penyalurannya bisa lebih produktif dan sesuai sasaran.
Selain itu dengan profesionalitas yang baik akan
meningkatkan Kkepercayaan masyarakat terhadap
lembaga penyalur zakat sehingga ketersediaan dan
potensi dana zakat dapat diberdayakan secara optimal
(Lutfiana, 2020). Oleh karena itu, dalam penelitian ini
peneliti ingin mengetahui apa bentuk intervensi
negara dalam perekonomian melalui analisis konsep
kepemilikan zakat di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif
yakni mendeskripsikan serta menganalisis masalah
dan solusi yang bisa diberikan saat ini. Pendekatan
yang dipilih adalah kualitatif, dengan kata lain
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data
mengenai isu-isu yang telah terjadi. Penelitian ini akan
mendeskripsikan  serta  menjelaskan  mengenai
bagaimana rasionalisme intervensi negara pada
konsep kepemilikan zakat di Indonesia. Metode yang
digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu
metode penelitian hukum dengan menganalisis bahan
pustaka atau bahan sekunder saja. Analisa datanya
dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan
telaah pustaka sekunder seperti bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier contohya
adalah dokumen perundang-undanga terkait dengan
konsep kepemilikan dan pengelolaan zakat di
Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Konsep Kepemilikan Zakat di Indonesia

Zakat merupakan suatu ibadah yang bernilai
sosial tinggi dengan cara mendistribusikan harta dan
kekayaan guna mensejahterakan  masyarakat.
Pendistribusian ini dilakukan olen muzakki yang
merupakan golongan yang penghasilan tinggi kepada
mustahiq yang merupakan golongan fakir miskin,
sehingga terjalin hubungan yang harmonis dalam
menjalankan roda ekonomi (Hidayat & Mukhlisin,
2020). Dengan kata lain, zakat merupakan salah satu
instrument yang potensial digunakan  untuk
mensejahterakan  masyarakat dan  mengurangi
kemiskinan. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang
mengamanahkan untuk memajukan kesejahteraan
umum. Dilanjutkan Undang Undang No. 13 tahun
1998 yang mendefinisikan kesejahteraan masyarakat
sebagai upaya penghidupan masyarakat baik secara
materi dan spiritual dengan menjunjung tinggi Hak
Asasi Manusia berdasarkan Pancasila (Nurhasanah &
Suryani, 2018).

Zakat dibagi menjadi zakat fitrah dan zakat harta
atau maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus
dikeluarkan saat bulan Ramadhan tujuannya adalah
untuk membersihkan dosa serta perbuatan yang sia-sia
bagi seorang muslim yang berpuasa (ldah Umdah
Safitri, 2018). Sedangkan zakat maal adalah zakat
yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki
harta kekayaan seperti emas, uang, perak, hewan

Jurnal lImiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534




Jurnal llmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1524

ternak dan lainnya yang telah memenuhi syarat untuk
mengeluarkan zakat maal atau harta (Zakaria, 2016).
Kedua zakat ini merupakan sumber dana yang harus
dikelola dan dimanfaatkan secara bija untuk
mensejahterakan masyarakat.

Zakat ini bersifat wajib ditunaikan oleh setiap
individu yang bergama Islam yang telah memenuhi
persayaratan (muzakki). Zakat yang dikelola ini tidak
bisa hanya didasarkan pada niat saja melainkan harus
berdasarkan tata kelola yang baik. Potensi zakat yang
besar di Indonesia ini, sudah seharunya dikelola oleh
manajemen pemberdayaan dan pengelolaan zakat
yang professional, sehingga pemanfaatannya bisa
maksimal dan dirasakan oleh masyarakat yang
membutuhkan (Afrina, 2020).

3.2. Intervensi Negara dalam Pengelolaan Zakat

di Indonesia

Adanya reformasi Undang Undang No 38 Tahun
1999 menjadi Undang Undang No 23 Tahun 2011
tentang zakat di Indonesia memberikan angin segar
didunia perzakatan Indonesia. Perubahan ini
diperlukan mengingat masyarakat Indonesia yang
semakin individual dan tidak sinergis terhadap
penyaluran zakat yang ada. Pembaharuan ini
diharapkan mampu menginterpretasikan hukum Islam
agar lebih fungsional untuk kesejahteraan. Selain itu,
dengan adanya perundang undangan terkait
pengelolaan zakat terjadi perbaikan di berbagai sektor
seperti kelembagaan dan meningkatnya kesadaran
masyarakat (Haromaini, 2019).

Saai ini Undang Undang No 23 Tahun 2011
menjadi landasan hukum bagi lembaga-lembaga
penyalur zakat baik kabupaten, kota hingga nasional.
Pada pasal 6 dan 7ayat 1 dijelaskan bahwa Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga
pengelola zakat di lingkup nasional. Fungsi dari
lembaga ini sendiri adalah untuk merencanakan,
melaksanakan, = mengendalikan, mengumpulkan,
mendistribusikan, mendayagunakan hingga membuat
laporan pertanggungjawaban pengelolaan zakat di
Indonesia  (Lubis, 2018). Pengelolaan dan
pemberdayaan zakat yang diberikan kepada lembaga
zakat ini disebut sebagai zakat produktif.

Zakat produktif merupakan model distribusi
zakat berupa harta zakat yang diberikan kepada
mustahiqg untuk dikelola dan dikembangkan sehingga
dapat menghasilkan secara terus menerus. Zakat
produktif ini pada umumnya digunaan untuk
membantu usaha yang dikembangkan, sehingga
dengan usaha tersebut kebutuhan mustahig bisa

terpenuhi (Thoharul Anwar, 2018). Melalui Baznas
zakat yang disalurkan bisa bersifat produktif baik
untuk mengembangkan usaha atau membentuk usaha
bagi para mustahig. Harapannya adalah mustahiq ini
bisa meningkatkan taraf hidup sehingga bisa menjadi
muzakki. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang
dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga tertinggi
negara dalam meningkatkan zakat produktif ini.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh negara

sebagai bentuk pengelolaan zakat di Indonesia adalah

sebagai berikut.

a. Adanya jaminan sosial

b. Peningkatan mutu dan kualitas Sumber Daya
Manusia terkait dalam upaya meningkatkan
profesionalitas kerja penyalur zakat atau amil
zakat.

¢. Membangun fasilitas ekonomi untuk menunjang
pengelolaan zakat di Indonesia.

d. Adanya ketegasan pemerintah dan ulama terhadap
muzakki yang mencukupi kriteria dalam
membayar zakat.

e. Adanya kontrol dan pengawasan
lembaga penyalur zakat di Indonesia.

Hal-hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam
upaya untuk memperbaiki sistem ekonomi berkaitan
dengan pengelolaan dan pemberdayaan zakat.

Tujuannya adalah agar mendapatkan hasil yang lebih

maksimal sehingga bisa mendukung program program

pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan
dan memperbaiki ekonomi masyarakat (Hayati,

2012).

terhadap

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
tersebut dapat diketahui bahwasannya zakat
merupakan pendistribusian harta dan kekayaan yang
dimiliki oleh seorang muslim yang sudah memenuhi
syarat diberikan kepada orang yang membutuhkan.
Dalam perkembangannya zakat saat ini dikelola oleh
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beberapa
Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui beberapa
prosedur yang ada. Dengan adanya lembaga ini
diharapkan harta ataupun kekayaan yang dizakatkan
dapat diambil manfaatnya secara lebih optimal dan
produktif. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi
dalam negara juga turut andil dalam mengelola,
memberdayakan serta melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. Tujuannya
adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui
peningkatan taraf hidup penerima zakat.
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